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ABSTRAK

Dalam organisasi kementerian terdapat unsur pemimpin, unsur pembantu
pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pendukung. Unsur-
unsur ini dapat dilihat dari keberadaan Menteri, Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan/Pusat. Disamping unsur tersebut,
Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang
dipandang perlu penanganan secara khusus. Wakil menteri diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dalam
peraturan tersebut dijelaskan bentuk-bentuk tugas dan fungsinya. Namun,
tugas-tugas wakil menteri yang tertera dalam peraturan tersebut, seringkali
dikritik. Kritik-kritik tersebut dibangun dalam berbagai alasan. Pihak yang
kontra memandang keberadaan wakil menteri sebagai pemborosan anggaran
dan sifat pengisian jabatannya yang politis. Sedangkan pihak yang mendukung
mengatakan keberadaan wakil menteri diperlukan untuk menangani beban
kerja yang membutuhkan penanganan khusus.  Perlu dikaji tugas dan fungsi
wakil menteri dalam kerangka maslahah.

Penelitian merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Untuk menganalisa
problematika wakil menteri ini dianalisis menggunakan konsep Maslahah.
Penelitian ini dimulai dengan menganalisa tugas dan fungsi wakil menteri yang
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil
Menteri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi wakil menteri
adalah maslahat dalam rangka menunjang dan memperkokoh Kkerja-kerja
pemerintahan. Artinya, tugas wakil menteri yang disebutkan pada Pasal 2 dan
Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
adalah rangkaian jalbul mashélih dari pemerintahan. Disisi lain, jalbul
mashalih tidak sempurna tanpa dar’ul mafasid. Pasal 2 dan Pasal 3, tidak
dijelaskan secara eksplisit aspek-aspek dar’ul mafasid, agar institusi
kementerian terhalang dari aspek-aspek kemudaratan.

Sedangkan fungsi wakil menteri memiliki fungsi perwakilan, dalam
bentuk perwakilan kepada menteri. Wakil menteri berwenang secara teknis dan
strategis untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Fungsi
perwakilan wakil menteri ini bersyaratkan dengan penugasan menteri
kepadanya, yang berarti wewenangnya terbatas sesuai penugasannya oleh
menteri. Hal yang demikian adalah bentuk dari hifzul ‘akal yang merupakan
bagian dari kemaslahatan. Yang memang pada praktiknya pemeliharaan hifzul
‘akal tampak dengan hadirnya wakil menteri.

Kata Kunci: Wakil menteri, Tugas, Fungsi, Maslahah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

viii

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
<& Ta’ T Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
z Ha’ h
bawah)
¢ Kha’ Kh Kdan h
3 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
B Ra’ R |
J Za’ Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
A Es (dengan titik di
ua Sad S
bawah)
De (dengan titik di
Ua Dad d
bawah)




Te (dengan titik di
T& t
bawah)
Zet (dengan titik di
7’ zZ
bawah)
‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
Gain G Ge
Fa’ F Ef
Qaf Q Qi
Kaf K Ka
Lam L ‘el
Mim M ‘em
Nin N ‘en
Wawu W W
Ha’ H Ha
Hamzah ‘ Apostrof
Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

-

Y- s

3Adzta

Ditulis Muta’addidah
Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1.

Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat,

zakat dan sebagainya.




ETEPN

Ditulis

Ditulis

hikmah

Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

;@}‘}]\ Zu\js

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan harakat fathas, kasras dan dammah ditulis

t

kil 385 Ditulis Zakat al-fifr
D. Vokal Pendek
- fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
- dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
. fathah+alif Ditulis A
Alals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
2 (o Ditulis Tansa
Kasrah+ya” Mati Ditulis y
3 P Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
) U Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditulis Ai
! & Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au
: J38 Ditulis Qaul




. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

] Ditulis a’antum
0K Ditulis La’in syakartum
. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangAlif+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.
Ol Ditulis Al-Qur’an
sl Ditulis Al-Qiyds

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf I (el)-nya.

AN Ditulis as-Sama
Cuall Ditulis as-Syams

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
(EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid
) Ditulis ahl as-Sunnah

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Xi



a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR

Ayl s lanyl dandy Ul (o) A Aaadl
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BAB |
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Fenomena jabatan wakil menteri telah mulai ramai dibicarakan sejak
jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waktu itu
SBY mengangkat 20 wakil menteri dari 34 Kementerian yang ada, yang
menyebabkan jabatan wakil menteri digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh
Organisasi Kemasyarakatan GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi) Sekarang, jabatan wakil menteri kembali menjadi topik yang
ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 12 wakil
menteri dalam kabinetnya di periode keduanya ini, dan kembali digugat ke
Mahkamah Konstitusi.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh Kementerian Negara yang terdiri atas 34
Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan
masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Susunan
Organisasi Kementerian Negara tersebut sekurangnya terdiri atas 5 unsur, yaitu:
1) unsur pemimpin yaitu menteri, 2) unsur pembantu pemimpin yaitu Sekretariat
Jenderal, 3) unsur pelaksana yaitu direktorat jenderal, 4) unsur pengawas yaitu
inspektorat jenderal, 5) unsur pendukung yaitu badan dan/pusat. Dan di beberapa

Kementerian terdapat satu unsur tambahan, yaitu unsur pelaksana tugas pokok di

! https://kumparan.com/kumparanNEWS/jabatan-wakil-menteri-digugat-ke-mk-

tugasnya-tidak-jelas-1sdOfJMxoXS diakses pada kamis, 6 Februari 2020.


https://kumparan.com/kumparanNEWS/jabatan-wakil-menteri-digugat-ke-mk-tugasnya-tidak-jelas-1sdOfJMxoXS
https://kumparan.com/kumparanNEWS/jabatan-wakil-menteri-digugat-ke-mk-tugasnya-tidak-jelas-1sdOfJMxoXS

daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain unsur-unsur kementerian yang telah disebutkan di atas, presiden
juga dapat mengangkat wakil menteri di dalam kementerian tertentu yang terdapat
beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.? Wakil menteri
mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas
kementerian yang ruang lingkup tugasnya meliputi: a) membantu menteri dalam
perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian, dan b) membantu
menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit
organisasi eselon 1 di lingkungan kementerian.?

Seperti yang telah disebutkan di atas, susunan Organisasi Kementerian
terdiri dari unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, unsur
pengawas, dan unsur pendukung. Jabatan wakil menteri dapat diangkat oleh
Presiden dalam kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.
Pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Pasal 2,
dikatakan bahwa wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam
memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Melihat hal ini, urgensi diperlukannya jabatan wakil menteri untuk
membantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian tentu perlu ditinjau
kembali. Karena, seperti yang telah dikatakan sebelumnya dalam organisasi

kementerian, menteri telah dibantu oleh pembantu pemimpin yaitu sekretariat

2 Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10.

3 Lihat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, Pasal 2.



jenderal, direktorat jendral sebagai pelaksana dan jajaran-jajaran lain di
bawahnya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya tugas wakil menteri untuk
membantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian merupakan tugas yang
dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian.
Dengan demikian, kalau dilihat dari segi tugasnya dalam organisasi kementerian
urgensi jabatan wakil menteri perlu ditinjau kembali.

Hal serupa dikatakan juga oleh Viktor Santoso Tandiasa kuasa hukum
Bayu Segara dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang menggugat
jabatan wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor mengatakan tugas
wakil menteri tidak urgen, dia lalu mencontohkan ada dua jabatan wakil menteri
di Kementerian BUMN yang diberikan kepada seorang yang sudah menjabat
sebagai Komisaris di BUMN. Hal tersebut menurutnya menandakan tugas wakil
menteri tidak banyak dan tak urgen. Sebab jika urgen tidak mungkin kursi wakil
menteri diberikan kepada seorang yang sudah menjabat sebagai komisaris di
Kementerian BUMN, hal ini berlawanan dengan tujuan pengangkatan wakil
menteri, yaitu mengemban beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.*
Hal ini menandakan tugas wakil menteri sebenarnya bisa saja dilaksanakan oleh
pejabat lain yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang bisa berarti
jabatan wakil menteri tidak mempunyai tugas yang begitu urgen dan khusus.

Pemerintah dan kepala negara di dalam Islam, mengatur umat dan

memelihara agama haruslah secara langsung menanganinya dan meneliti keadaan

4 https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/00015301/aturan-soal-wakil-menteri-
digugat-ke-mk-karena-dinilai-tak-urgen?page=all diakses 10 Februari 2020.


https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/00015301/aturan-soal-wakil-menteri-digugat-ke-mk-karena-dinilai-tak-urgen?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/00015301/aturan-soal-wakil-menteri-digugat-ke-mk-karena-dinilai-tak-urgen?page=all

yang sebenarnya.® Dalam Islam, sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang
pemimpin pemerintahan untuk mengangkat orang yang kompeten dan layak
dengan tugas yang akan diemban.® Islam memang tidak mengatur tata cara
pengangkatan pegawai pemerintah secara spesifik, tetapi Islam sangat menjunjung
tinggi profesionalisme.’

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi pembahasan permasalahan di
atas penyusun melakukan penelitian tentang: Tugas Wakil Menteri Dalam
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Perspektif
Masléhah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan yang melatarbelakangi permasalahan di
atas, penyusun berniat melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan:
1. Bagaimana tugas wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 tentang wakil menteri perspektif Maslahah?

2. Bagaimana fungsi wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 tentang wakil menteri perspektif Maslahah?

3. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi wakil menteri dalam
kementerian dalam hal perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan

kementerian perspektif Maslahah?

5 Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1999), him. 260.

8 lbnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah, Etika Politik Islam, cet ke-3, diterjemakan oleh
Rofi” Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), him. 3.

7 Khoirul Anam, Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer (Yogyakarta: lde
Pustaka, 2009), him. 24.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian ini diharapkan sebagai berikut;
a. Mencari dan menjelaskan tugas dan fungsi wakil menteri yang terdapat
dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil
Menteri.
b. Memberikan pemahaman tinjauan Masléhah terhadap tugas wakil
menteri yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2012 tentang Wakil Menteri.
2. Manfaat Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di
bidang karya ilmiah dan penelitian di masa yang akan datang
terutama penelitian yang mengambil fokus pada kajian wakil menteri
dan Perundang-undangan.
b. Diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata
Negara, khususnya di bidang pembuatan dan penetapan peraturan.
D. Telaah Pustaka
Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan
penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap
penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut: Pertama, penelitian

dengan judul: “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan



Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ”.8 Penelitian
ini  menganalisa kedudukan, tugas dan fungsi wakil menteri serta
membandingkannya dengan tugas dan fungsi menteri dalam menjalankan
pemerintahan dalam Undang—undang Nomor 39 Tahun 2008 menurut undang —
undang dasar 1945. Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada
objeknya serta pendekatan yang digunakan.

Kedua, penelitian tentang “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia”® Penelitian ini menganalisa dasar
kewenangan presiden dalam pengangkatan wakil menteri serta urgensi wakil
menteri dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.
Pendekatannya perundang-undangan (statute approach). Yang membedakan
dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatannya.

Ketiga, penelitian ini meneliti tentang “Posisi Wakil Menteri dan
Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia”.*® Penelitian ini melihat posisi
wakil menteri dalam Undang—undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, serta implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia. Yang
membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya.

Keempat, penelitian tentang “Kementerian Negara Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

8 Zaky Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13:2,
(2016).

% Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia”, Jurnal IUS, Vol. 2:5 (2014).

10 Riris katharina, “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di
Indonesia”, Jurnal Politica, Vol.2:2 (Jakarta: 2011).



Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
79/PUU-1X/2011).1* Skripsi ini membahas kementerian negara setelah perubahan
UU Dasar Negara Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Perbedaannya
dengan penelitian ini terletak pada objek kajian serta pendekatannya.

Kelima, penelitian tentang “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia
Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”.'? Penelitian ini membahas
kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Yang membedakannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian
serta pendekatan yang digunakan.

Keenam, penelitian tentang “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan
Organisasi Kementerian Negara”*® Tesis ini meneliti tentang makna
pengangkatan wakil menteri oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan secara khusus dalam kementerian tertentu, selain itu
juga membahas kedudukan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian
negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada

dan Korea Selatan. Penelitian menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni

11 Anggia Putri Rambe, “Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011”, Skripsi Departemen Hukum Tata
Negara Universitas Sumatera Utara (2016).

12 Enny Agustina, “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum
Administrasi Negara”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2:1, (2018).

13 Saiful Anam, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian
Negara”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013).



pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian serta
pendekatan yang digunakan.

Ketujuh, penelitian tentang “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri
Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-
Mawardi” ** Skripsi ini menganalisa dan membahas pengangkatan menteri dalam
sistem pemerintahan Indonesia, dengan menggunakan perspektif Imam al-
Mawardi serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Perbedaan
dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pendekatan yang
digunakan.

Kedelapan, penelitian tentang “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri
Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”.*® Penelitian ini menganalisa
kedudukan dan fungsi wakil menteri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa
dan membahas hubungan antara wakil menteri dan menteri dalam struktur
organisasi kementerian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek

penelitian serta pendekatannya.

14 Sefti Nuraida Nasution, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi”, Skripsi Fakultas Syari’ah
Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

15 Al-Qadri Nur, “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan
Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013).



Kesembilan, penelitian “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan
Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara” ' Penelitian ini menganalisa
terminologi dan klasifikasi jabatan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu,
penelitian ini jJuga membahas implikasi klasifikasi jabatan terhadap pendefinisian
dan pengaturan mengenai pejabat negara. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada
objek penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Kesepuluh, penelitian tentang “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil
Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil
Indonesia”.*" Penelitian ini menganalisa kejelasan kedudukan dan kewenangan
wakil presiden dalam lembaga kepresidenan. Pendekatan yang digunakan adalah
perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek
penelitian serta pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini  menggunakan satu teori sebagai landasan untuk
menganalisa  persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu teori
maslahah.

Dalam bahasa Arab, maslahah mengandung pengertian “perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum maslahah

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang berarti menarik

6 Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan  Negara:
Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7:2 (Jakarta: 2016).

17 Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan
Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”, Jurnal
Legislasi Indonesia, VVol. 15:2 (2018).
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keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan atau

kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindarkan

daripada kerusakan patut disebut maslahah.®

Dari adanya keserasian maslahah dengan tujuan hukum (munésib) dari

segi pembuat hukum (syar’i) memerhatikannya atau tidak maslahah dapat dibagi

sebagai berikut:®

a.

Masléhah al-Mu tabarah, yaitu maslahah yang diperhitungkan oleh
syar’i. Maksudnya ada petunjuk dari syar’i baik langsung maupun tidak
langsung yang memberikan petunjuk pada adanya maslahah yang
menjadi alasan dalam penetapan hukum.

Maslahah al-Mulghah, yaitu masléhah yang dianggap baik oleh akal,
tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang
menolaknya.

Maslahah al-Mursalah, yaitu maslahah yang biasa disebut Istishlah, apa
yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam
menetapkan  hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang
memperhitungkannya ataupun yang menolaknya.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,

maslahah dibagi kepada tiga bagian yaitu:?°

him 345.

18 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

19 1bid., him. 351-354.

2 |bid, him 349-350.
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a. Maslahah dardriyyah, dardriyyah yang dimaksud adalah segala sesuatu
yang bersifat essensial yang merupakan kebutuhan utama manusia, yang
harus dilakukan usaha pemenuhannya agar terhindar dari berbagai
bencana dan kesusahan. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini haruslah
dipelihara lima macam perkara, (agama, jiwa, akal, keturunan, harta)
yang dikenal dengan al-Magasidul Khamsah atau Ad Darlriatul
Khamsah.

b. Maslahah hajiyyah, yaitu segala sesuatu yang sifatnya merupakan
kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya diusahakan
pemenuhannya jika ingin terhindar dari berbagai kesulitan, kepicikan,
dan kemaksiatan dalam kehidupannya. Status dan urgensi kemaslahatan
hajiyyah ini berada pada tingkatan di bawah kemaslahatan dardriyyah.

c. Maslahah tahsiniyaat, yaitu segala sesuatu yang merupakan kebutuhan
yang bersifat melengkapi bagi manusia. Sebaiknya kemaslahatan ini
diusahakan pemenuhannya jika diinginkan kesempurnaan dan
kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini
berada pada tingkatan di bawah hajiyyah.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis
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adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.?
Agar penelitian ini  berjalan sebagaimana mestinya, peneliti
menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library
research), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan
terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitiannya.??
2. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang
ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk
mengatasi masalah tertentu.?® Penelitian ini bersifat deskriptif karena
mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wakil
menteri dan pembahasannya yang disebutkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

2L Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.
42.

22 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional,
2004), him. 2-3.

23 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,...... him. 10.
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Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang

tugas dan fungsi terkait wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang

dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Peraturan Presiden Nomor

60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri perspektif Maslahah terkait tugas dan

fungsi wakil menteri.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan

tersier yaitu:

a)

b)

Data Primer

Data primer meliputi Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang
dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan
diambil dari jurnal, artikel, buku, serta pendapat para ahli dan
lain-lain, yang relevan dengan objek penelitian.
Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar
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Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum,
Ensiklopedi dan lain-lain.
d) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan
segala sesuatu yang berkaitan dengan Tugas Wakil Menteri
dalam Kementerian Negara Indonesia. Kemudian, penelitian ini
menggunakan konsep maslahah untuk melihat kebutuhan akan
jabatan wakil menteri dalam organisasi Kementerian Negara
dilihat dari Tugas dan Fungsi Wakil Menteri dalam Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Wakil Menteri.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap
bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.
Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep maslahah sebagai teori untuk melihat
permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang wakil menteri sebagai objek

penelitian dalam penelitian ini.
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Bab keempat, berisi analisis perspektif maslahah tugas dan fungsi wakil
menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.
Bab kelima penutup. merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi
kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan dianalisis di
dalam bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini ada beberapa saran yang mana

hal itu dilakukan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tulisan ini mempertanyakan bagaimana tugas dan fungsi wakil menteri
dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan
bagaimana pelaksanaan tugas wakil menteri dalam kementerian. Dalam menjawab

itu tulisan ini membahas dua hal:

1. Pandangan konsep kemaslahatan terhadap tugas wakil menteri yang
terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang

Woakil Menteri.

Konteksi Maslahah tersarikan pada 7 Karakteristik, yaitu: tidak
bertentangan dengan ketentuan nash, hadir dalam kedudukan yang strategis,
menunjang serta memperkokoh maksud-maksud syari’at, bersifat rasional dan
tidak bertentangan dengan akal, bersifat hakiki dan tidak imajinatif,
menghilangkan kesulitan yang akan terjadi, dan bersifat universal (menyeluruh)

dan tidak parsial.

Berdasarkan hal diatas, tugas wakil adalah maslahat dalam rangka
menunjang dan memperkokoh Kkerja-kerja pemerintahan. Ini sejalan dengan
kaidah ma laa yatimmul wajib ila bihi fa huwal wajib, yang terefleksikan dalam
tugas-tugas wakil menteri. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kewajiban tugas

wakil menteri menjadi keharusan karena, wajibnya pemerintah, dalam hal ini

88
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presiden dalam mewujudkan cita-cita pemerintahannya. Artinya, tugas wakil

menteri yang disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri adalah rangkaian jalbul mashalih

dari pemerintahan.

Disisi lain, Jalbul mashalih tidak sempurna tanpa dar 'ul mafasid. Pasal 2
dan Pasal 3, memang telah menunjukkan aspek-aspek kontruktif sebagai tugas
wakil menteri, seperti membantu proses pengabilan keputusan, memberikan
rekomendasi, dan mewakili menteri dalam acara yang tidak bisa dihadirinya.
Namun, dalam kedua pasal tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit aspek-aspek
dar’ul mafasid, agar institusi kementerian terhalang dari aspek-aspek
kemudaratan.

2. Pandangan konsep kemaslahatan terhadap fungsi wakil menteri yang
terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang

Wakil Menteri.

Wakil menteri memiliki fungsi perwakilan, dalam bentuk perwakilan
kepada menteri. Wakil menteri berwenang secara teknis dan strategis untuk
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Fungsi perwakilan itu
menuntut kewajiban untuk membangun keselarasan dengan kebijakan menteri,
mematuhi petunjuk dari menteri dan juga melaporkan hasilnya ketika tugas telah
dilaksanakan. Fungsi perwakilan wakil menteri ini bersyaratkan dengan penugasan

menteri kepadanya, yang berarti wewenangnya terbatas sesuai penugasannya oleh
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menteri. Hal yang demikian adalah bentuk dari hifdzul ‘akal yang merupakan

bagian dari kemaslahatan.

3. Pandangan konsep masléahah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
wakil menteri dalam kementerian dalam hal perumusan dan/atau

pelaksanaan kebijakan kementerian.

Hasil lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang melakukan
survei pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menunjukkan beberapa menteri
mendapatkan persepsi yang kurang baik dari publik.'?> Hasil survei tersebut juga
menunjukkan Kementerian yang paling berprestasi yaitu Kementerian luar negeri
84%, kementerian pembangunan umum dan perumahan rakyat 80,3%, kemudian
kementerian Badan Usaha Milik Negara 77%, Kementerian dalam negeri 75%,
disusul Kementerian Pertahanan dan Keuangan. Sementara itu, kementerian yang
dianggap prestasinya kurang menonjol ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal ini wakil menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yaitu membantu menteri dalam memimpin sebuah kementerian telah melakukan
pemeliharaan hifzul ‘akal dalam kementerian yang ditanganinya. Pemeliharaan
hifzul ‘akal yang merupakan salah satu dari maslahatul dardriyat ini, tampak
dengan hadirnya wakil menteri pada kementerian yang pada kabinet sebelumnya

tidak mempunyai wakil menteri dan mendapat kritikan keras dan penilaian yang
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jelek,'? salah satunya ialah Kementerian pertahanan yang pada kabinet sekarang

dikatakan sebagai salah satu kementerian yang paling berprestasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang menjadi harapan
ditujukan kepada:

1.  Lembaga Eksekutif Republik Indonesia
Presiden dan jajaran kabinetnya selaku lembaga eksekutif untuk dapat

meninjau kembali tugas-tugas wakil menteri yang tertera dalam Peraturan

Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Lebih spesifiknya dalam

Pasal 3 poin (i), agar lebih detail menjelaskan tugas-tugas wakil menteri demi

terhindar dari potensi mafsadat yang bisa menyebabkan berbenturannya dengan

tugas-tugas menterinya.

2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait tugas dan fungsi
sebuah jabatan dalam pemerintahan dan menjadikan penelitian ini sebagai
tambahan referensi.

Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi
untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritikannya. Hal itu, akan menjadi

salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini.
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Daftar Terjemahan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foot
NO | HLM Note

Surat & Ayat

TERJEMAHAN

1 38

Al-Hajj (22): 78

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah
dengan jihad yang sebenar-benarnya....

2 42,49

At-Taubah (9): 41

Berangkatlah kamu baik dengan rasa
ringan maupun dengan rasa berat, dan
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di
jalan Allah. Yang demikian itu adalah
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Al-Bagarah (2):
217

...barangsiapa murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,
maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia
dan di akhirat...

Al-An’am
151.

(6):

...janganlah kamu membunuh orang yang
diharamkan Allah kecuali dengan alasan
yang benar...

Al-Jumu’ah (62):
10.

Apabila salat telah dilaksanakan, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak agar kamu beruntung.

An-Nur (24): 32

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih
membujang di antara kamu, dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki
dan perempuan...

Al-Isra’ (17): 32

Dan janganlah kamu mendekati zina;
(zina) itu sungguh suatu perbuatan Keji,
dan suatu jalan yang buruk.

An-Nuh (24): 4

Dan  orang-orang yang  menuduh
perempuan-perempuan yang baik (berzina)
dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka delapan
puluh kali, dan janganlah kamu terima
kesaksian mereka untuk selama-lamanya.
Mereka itulah orang-orang yang fasik.

9 111

Al-Ma’idah (5): 8

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah
kamu sebagai penegak keadilan karena
Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena
(adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan
bertagwalah kepada Allah, sungguh, Allah
Maha teliti apa yang kamu kerjakan.




PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
WAKIL MENTERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji materi
dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor
79/PUU-1X/2011 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wakil
Menteri;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-

IX/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAKIL MENTERI.

Pasal 1
Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 2

(1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan
tugas Kementerian.



(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

Pasal 3

membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan
Kementerian; dan
membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan

strategis lintas unit organisasi eselon | di lingkungan Kementerian.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

Pasal 4

Pasal 5

a.
b.

(1)
()

(1)

(2)

membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak

Kinerja;

memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;

melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian;

membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di
lingkungan Kementerian;

melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian;

mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai
dengan penugasan Menteri;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang

diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan

atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden

yang bersangkutan.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan di
bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas
jabatan struktural eselon |.a.

Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan.



Pasal 6

Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Pasal 7
(1)
()
(3)
Pasal 8

Wakil Menteri yang berasal dari ~ Pegawai Negeri
diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya
selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai
Pegawai Negeri

Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya
sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat
diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas
usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak
pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri.

Pasal 9
(1)
(2)
Pasal 10
(1)
(2)
(3)
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif
didukung oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung
olen Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/Inspektorat

Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan pemberian dukungan secara administratif Wakil
Menteri dibantu oleh unit yang melaksanakan tugas bidang tata usaha
paling tinggi setingkat eselon Ill.a.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan secara teknis Wakil Menteri
dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai
dengan kebutuhan.

Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara
administratif merupakan tenaga fungsional di bawah unit pelaksana

dan/atau unit pendukung Kementerian.

Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu:

v



b.

C
Pasal 12

(1)

(2)
Pasal 13

membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri;
mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri; dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para Pejabat eselon | di
lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang
mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan

Kementerian.

Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Wakil Menteri yang ditetapkan sebelum

berlakunya Peraturan Presiden ini disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Wakil Menteri
sebagaimana diatur dalam:

1.

2.

3.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 7 Juni 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 7 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Bistok Simbolon

Vi



Data Pribadi

Nama

Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama

Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Email

Riwayat Pendidikan
2000 — 2001

2001 - 2007

2007 — 2010

2010 — 2013

: Nanang Hardiansyah
: Bima, 10 Agustus 1945
- Laki-laki

CURRICULUM VITAE

: Islam

: Jalan Bengawan No0.8 Cuncalawar Ruteng, Kec. Langke

Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur

- Jalan Tridharma No. 669, Gendeng Caturtunggal, Depok,

Sleman, D.l Yogyakarta

: nanangnam0l1@gmail.com

: TK Raudhatul Athfal Amanah Ruteng
: MI Swasta Amanah Ruteng

- SMP Negeri 1 Monta

: MA Negeri Langke Rembong

Hormat Saya,
Ttd

Nanang Hardiansyah
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